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A. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan Indonesia dalam era globalisasi ini adalah belum
tersedianya kualitas SDM yang kompetitif (berdaya saing), oleh karena itu tidak
mengherankan bila tingkat daya saing Indonesia masih belum baik dibandingkan dengan
negara-negara yang sudah maju seperti Jepang, Korea Selatan, ataupun Singapura.
Berdasarkan Human Development Report 2006 dari United Nations Development
Programme (UNDP), peringkat Human Development Index (HDI) Indonesia atau Indeks
Pembangunan Manusia Indonesia berada pada ranking ke-113 dari 188 negara. Posisi
tersebut berada pada level Medium Human Development. Sedangkan 5 (lima) level
tertinggi adalah Norwey, Australia, Switzerland, Germany, dan Denmark. Sebagai
gambaran posisi HDI untuk beberapa Negara ASEAN, misalnya Singapura (6), Malaysia
(59), Thailand (87) dan Philippines (116). Sedangkan 2 negara maju di Asia, Jepang dan
Korea Selatan masing-masing pada posisi 17 dan 18. Ada 12 (dua belas) indikator daya
saing bangsa, namun yang terkait langsung dengan Perguruan Tinggi ada dua, yakni
diklat (pendidikan dan latihan) pendidikan tinggi dan kemampuan inovasi berbasis
teknologi.

Menurut Slameto (2016) ada tiga indikator penyebab daya saing bangsa
Indonesia rendah: (1) faktor ekonomi makro, seperti ekspektasi, resesi, dan kondisi
surplus atau defisitnya suatu negara yang masih memprihatikan. Tingkat pertumbuhan
ekonomi relatif masih lambat, tingkat penyerapan tenaga kerja masih rendah, investasi
berjalan lambat, dan kemiskinan diduga semakin tinggi; (2) institusi publik dan kebijakan
yang diambil dalam melayani kebutuhan masyarakat masih jauh dari optimum; dan (3)
teknologi.

Berbagai tantangan tersebut harus dapat direspon oleh Perguruan Tinggi secara
cepat, tepat dan efisien. Sebagaimana disampaikan oleh Suharsaputra (2015) Perguruan
Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentu tidak bisa mengabaikan
perubahan yang terjadi, model pendidikan konvensional bersifat rutin dan fokus pada
pengelolaan interaksi pada pendidik dan tenaga kependidikan perlu mendapat
pengembangan baru dalam memperkuat organisasi pendidikan (perguruan tinggi), agar
lebih mampu beradaptasi dengan perubahan serta meresponnya dengan tepat, cepat,
akurat dan cerdas, sehingga perubahan yang terjadi dapat menjadi pemicu dan pemacu
perkembangan serta pengembangan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan
pendidikan tinggi (Tri Dharma) agar lebih efektif, efisien, dan bermutu.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Suharsaputra (2015) terdapat beberapa tantangan
bagi pendidikan tinggi yang perlu dicermati dan disikapi oleh setiap perguruan tinggi
dengan tepat dan cerdas sekaligus cepat vaitu:

1. Tingkat persaingan yang makin tinggi, baik antar Perguruan Tinggi (Penyelenggara
Pendidikan Tinggi) di dalam negeri (lokal, regional, nasional) maupun dengan luar
negeri.

2. Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi
yang sangat cepat dan variatif, baik ke dalam maupun keluar.
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3. Makin menguatnya kehidupan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based
society).

4. Makin menguatnya pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah.

5. Meningkatnya tuntutan akan hasil pendidikan (output pendidikan dan outcome
pendidikan) yang bermutu.

6. Meningkatnya tuntutan akan kompetensi dan hasil lulusan pendidikan tinggi
(outcome pendidikan) yang relevan.

7. Meningkatnya tuntutan akan proses penyelnggaraan pendidikan tinggi yang
bermutu dengan standar tertentu.

Oleh karena itu pemahaman akan pentingnya peran strategi Perguruan Tinggi
kini harus dipahami oleh para dosen dan mahasiswa. Dosen sebagai jenjang tombak
kemajuan kampus harus benar-benar tahu peran fungsi dan tanggung jawabnya sebagai
ilmuwan, sebagai pendidik profesional. Dosen harus menguasai empat kompetensi,
yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional. Bahkan sebagai ilmuwan dosen yang kompeten dalam bidang
riset, penulisan jurnal ilmiah, dan pengabdian masyarakat (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 8).

Wagner (2011) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dalam menilai kompetensi
mahasiswa tidak hanya sekedar menilai dari prestasi akademiknya yaitu Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK), tetapi harus membekali mahasiswa 7 (tujuh) skill untuk mampu eksis
menghadapi tantangan atau persaingan di era revolusi industri 4.0. Ketujuh skill yang
harus dimiliki tersebut adalah:

1. Critical thinking dan problem-solving yaitu berpikir kritis dan mampu menyelesaikan
masalah yang dihadapi.

2. Collaboration across networks dan leading by influence vyaitu membentuk
kolaborasi lintas jaringan (network) kerjasama dan memimpin dengan pengaruh.

3. Aqgility dan adaptability yaitu mampu mengubah arah dan posisi dengan cepat
mengikuti perubahan dan mudah beradaptasi.

4. Initiative dan entrepreneurialism yaitu berinisiasi menciptakan sesuatu dan berjiwa
entrepreneurship.

5. Effective oral dan written communication yaitu mampu berkomunikasi baik secara
verbal, tertulis maupun secara lisan.

6. Accessing dan analyzing Information yaitu mampu mengakses dan menganalisis
informasi dan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.

7. Curiosity dan Imagination yaitu selalu berupaya untuk menjadi lebih baik.

Pritchard dan Woollard (2010) menyatakan bahwa dalam menghadapi tantangan
tersebut di atas, dosen sebagai pendidik profesional mempunyai peran penting dalam
mempersiapkan SDM, oleh karena itu dosen berfungsi: (1) mendorong kreativitas
mahasiswa dalam pengembangan diri (teacher as support), (2) memberi pertanyaan
berulang-ulang kepada mahasiswa dengan bahasa yang sederhana (teacher as prompt),
(3) kritis terhadap dinamika, khususnya terkait dengan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (teacher as critical listener and provider of feedback), (4)
mampu menyelesaikan masalah secara sederhana dan mudah dipahami oleh
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mahasiswa (teacher as simplifier), (5) menjadi motivator bagi mahasiswa untuk berpikir
kritis (teacher as motivator), (6) mepriorotaskan pertanyaan yang kritis dan penting
(teacher as highlighter), (7) menggunakan metode pembelajara yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (teacher as model).

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dosen dalam mengelola
pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi: (1) pemahaman wawasan atau landasan
kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan
kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang
mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan
hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup: (1) berakhlak mulia, (2)
arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8)
mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif
mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan
berkelanjutan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan dosen sebagai bagian dari
masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi: (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau
isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,(3)
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,
pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun
dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang
berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dosen dalam menguasai
pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurang meliputi
penguasaan: (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program
satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran vyang
diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni
yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu. silahkan
baca selengkapnya disini Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan
integratif dalam kinerja guru.

B. KOMPETENSI AKHIR

Setelah mengikuti materi pelatihan, peserta PEKERTI diharapkan mampu
memahami, mengindentifikasi, dan menganalisis sistem pendidikan tinggi, serta
berperan aktif dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.
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C. INDIKATOR

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu:

1. Mendeskripsikan pendidikan sebagai sistem.

2. Menganalisis tantangan pendidikan tinggi di Indonesia.

3.  Menganalisis kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

4. Menganalisis peran dosen dalam pengembangan Pendidikan tinggi di Indonesia.

D. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam materi ini akan dideskripsikan mengenai: Sistem dan Pendidikan,
Tantangan Pendidikan Tinggi, Kebijakan Pendidikan Tinggi, Strategi Pendidikan Tinggi di
Indonesia, dan Peran Dosen dalam Pengembangan Perguruan Tinggi.
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E. URAIAN MATERI

A. Sistem dan Pendidikan
1. Pengertian Sistem

Sistem berasal bari bahasa Yunani "sistema”, yang berarti sehimpunan
bagan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan
suatu keseluruhan. Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah
seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk
mencapai satu tujuan. Sistem juga dinyatakan sebagai “kesatuan fungsional”
yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang memiliki fungsi masing-
masing, setiap komponen saling berinteraksi, berhubungan, dan saling
ketergantungan antara komponen satu dengan komponen yang lain sehingga
dengan berfungsinya komponen yang baik dalam suatu sistem dapat mencapai
tujuan suatu sistem yang ingin dicapai. Beragam sistem yang ada dan setiap
sistem memiliki perbedaan antara sistem yang satu dengan yang lain. Akan
tetapi sistem juga memiliki kesamaan yang terletak pada ciri-ciri sistem vyaitu:
tujuan, fungsi, komponen, interaksi, penggabungan, transformasi, umpan balik,
dan lingkungan.

Menurut Idris (1987), sistem adalah kesatuan vyang terdiri atas
komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-
sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekadar acak,
yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Setiap komponen-komponen
itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan satu sama lain saling berkaitan
sehingga merupakan suatu kesatuan yang hidup dan saling menunjang. Dengan
kata lain, semua komponen itu berinteraksi sedemikian rupa sehingga mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan.

Beberapa pengertian lain tentang sistem menurut para ahli, antara lain
dikemukakan oleh:

a. Havery (2000)

Sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian
komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud
untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan
yang telah ditentukan.

b. John Mc Manama (2010)
Sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi
yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik
untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efesien.

c. Edgar F Huse dan James L. Bowdict (1977)
Menurutnya sistem adalah suatu seri atau rangkaian bagian-bagian yang
saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi dan
saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan.
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d. lerry Fith Gerald (2002)
Menurutnya sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang
saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Suatu sistem dapat berkembang menjadi subsistem yang tidak hanya
satu, namun bisa berkembang menjadi rangkaian subsistem-subsistem yang
menginduk pada sistem utama. Hal tersebut dinamakan proses transformasi
sistem dan jika lebih banyak maka disebut serangkaian proses transformasi
sistem.

Subsistem adalah komponen yang koheren dan independen dari sistem
yang lebih besar. Sub sistem merupakan komponen atau bagian dari
suatusistem, subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak. Subsistem sebenamya
hanyalah sistem di dalam suatu sistem, ini berarti bahwa sistem berada pada
lebih dari satu tingkat di atas subsistem. Seandainya kita sebut “mobil” adalah
suatu sistem, maka sistem pada mobil terdiri atas sistem-sistem bawahan
seperti sistem mesin, sistem badan mobil, sistem rangka dan sistem bawahan
lainnya. Masing-masing sistem terdiri atas beberapa sistem pada tingkat yang
lebih rendah, disebut subsistem. Sistem selain mempunyai turunan beberapa
subsistem, juga berupa bagian dari sistem pada tingkat yang lebih tinggi, disebut
suprasistem.

Suprasistem adalah sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari
sistem. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka
sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan suprasistem. Sebagai
contoh, jika “mobil” disebut sebagai sebuah sistem, maka industri mobil
berkedudukan sebagai suprasistem. Jika “pendidikan tinggi” sebagai suatu
sistem, maka “pendidikan nasional” merupakan suprasistem, sedang
Universitas/Institut/Politeknik/Diploma sebagai subsistem.

Hubungan antara suprasistem, sistem dan subsistem dapat digambarkan
sebagai berikut:

— Suprasistem
(Pendidikan Nasional)

— —p Sistem
(Pendidikan Tinggi)

.I
Subsistem!

(Universitas/Instutut/Politeknik)
Gambar 1
Hubungan Suprasistem, Sistem, dan Subsistem
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Gambar di atas menunjukkan, bila Pendidikan Tinggi merupakan sistem, maka
Pendidikan Nasional sebagai suprasistem, dan penyelenggara pendidikan tinggi
seperti Universitas/Institut/Politeknik merupakan subsistem. Pada masing-masing
bagian (subsistem) misalnya politeknik sebagai sistem, maka pendidikan tinggi
sebagai suprasistem dan program studi sebagai subsistem dari sistem pendidikan
politeknik. Secara hirarki, sistem, subsistem dapat diurai sampai memiliki segmen
yang tidak dapat dibenahi lagi menjadi sistem dan sub sistem.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan seringkali dijelaskan melalui sudut pandang yang berbeda. Ahli
sosiologi mengartikan pendidikan sebagai “usaha pewarisan dari generasi ke
generasi”, Pakar antropologi mengartikan pendidikan sebagai “usaha pemindahan
pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Ahli ekonomi akan
mengartikan pendidikan sebagai “suatu usaha penanaman modal sumber daya
manusia untuk membentuk tenaga kerja dalam pembangunan bangsa”. Penjelasan
pendidikan yang beraneka ragam berdasarkan sudut pandang yang khusus dari
masing- masing ilmu disebut oleh Banathy (1991) sebagai penjelasan yang
fragmented and disconnected.

Pengertian pendidikan seperti tersurat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa: "Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mengacu pada pengertian di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa:
“pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan”. Suatu
usaha pendidikan menyangkut tiga unusur pokok, yaitu unsur masukan (input),
unsur proses usaha itu sendiri (process), dan unsur hasil usaha (output). Selain
ketiga unsur pokok tersebut dalam proses pendidikan ditambah satu unsur lagi
yaitu manfaat (outcome). Hubungan unsur-unsur dalam proses pendidikan dikaitan
dengan pemahaman terhadap sistem, maka dapat digambarkan bahwa proses
pendidikan merupakan suatu sistem, yaitu sistem pendidikan.

B. Tantangan Perguruan Tinggi

Dewasa ini, perguruan tinggi Indonesia akan menghadapi berbagai
tantangan besar yang terutama di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang
mulai dilaksanakan tahun 2015. Tantangan Pendidikan Indonesia di Era MEA
adalah meningkatkan proses pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan
generasi bangsa mampu hidup hari ini, tapi mereka juga dibekali untuk hidup di
masa depan. Hal ini disebabkan, tantangan di era global semakin kompleks.
Seiring melesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kini masyarakat terus
melakukan percepatan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan kita
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masa lalu, belum tentu memiliki validitas untuk menangani persoalan
pendidikan masa kini, apalagi yang akan datang (Rahardjo, 2010).

Dalam mengantisipasi realitas global, maka pendidikan kita perlu
membenahi beberapa hal, mengingat, salah satu ciri globalisasi adalah manusia
sudah menjadi satu komunitas yang saling memengaruhi satu dan lainnya. Oleh
karena itu berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) pendidikan wajib
menguasai teknologi informasi (Information Technology/IT). Tidak dapat
dipungkiri bahwa IT merupakan motor penggerak utama arus globalisasi,
sekaligus faktor penting untuk menjaga eksistensi pendidikan di suatu bangsa.

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi perlu
mengantisipasi dengan berbagai kebijakan yang tepat, terutama terhadap issue-
2 yang berkembang antara lain: (a) kerjasama antar penyelenggara pendidikan ,
(b) kesesuaian materi dengan kebutuhan dunia kerja, (c) meningkatnya daya
saing lulusan perguruan tinggi, (d) meningkatkan mobilitas mahasiswa dalam
berbagai aktivitas, (e) menjamin mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, (f)
terbangunnya system pendidikan tinggi yang terintegrasi, dan (g) mekanisme
pendanaan yang terjangkau.

Selain itu, dari segi fungsinya pendidikan di Indonesia diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan martabat
manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Fungsi
pendidikan yang demikian itu masih belum terlihat hasilnya secara aktual.
Keadaan menunjukkan bahwa mutu kehidupan dan martabat manusia di
Indonesia di dunia internasional terpuruk. Daya saing kualitas sumber daya
manusia di negara di kawasan Asia Tenggara masih rendah.

Semakin tingginya tingkat kompetisi SDM menghadapi tantangan dalam
memasuki dunia kerja di era global, diperlukan kualitas lulusan perguruan tinggi
yang mempunyai kompetensi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga harus
mampu bersaing menghadapi tenaga kerja asing. Oleh karena itu perlu
direspons dengan bijaksana pendidikan tinggi di Indonesia.

C. Sistem Pendidikan

Pendidikan sebagai suatu sistem memperoleh masukan dari suprasistem
dan memberikan hasil (keluaran) bagi suprasistem. Masukan yang diperoleh
dari suprasistem terdiri atas tata nilai, cita-cita, dan norma-norma yang
terdapat dalam masyarakat, orang yang akan menjadi murid atau mahasiswa,
guru atau dosen, personalia lain dalam pendidikan, dan materi (perangkat
keras dan biaya) pendidikan. Sebagai sistem, pendidikan yang terdiri atas
beberapa subsistem yang membentuk sistem pendidikan antara lain: tujuan,
pelajar/mahasiswa, manajemen, struktur dan jadwal waktu, materi, tenaga
pengajar dan pelaksana, alat bantu belajar, teknologi, fasilitas, kendali mutu,
penelitian, dan biaya pendidikan.

Interaksi fungsional antarsubsistem pendidikan dikenal dengan sebutan
proses pendidikan. Proses pendidikan adalah proses transformasi atau
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perubahan kemampuan potensial individu peserta didik menjadi kemampuan
nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Proses pendidikan
dapat terjadi di mana saja, tidak terbatas di lingkungan sekolah dan kampus.
Perkembangan seseorang dari mulai kecil, remaja sampai dengan dewasa, di
sekolah, di rumah dan di masyarakat, merupakan proses pendidikan yang
menyeluruh. Berdasarkan pengorganisasian, struktur, dan tempat terjadinya
proses pendidikan, dikenal adanya pendidikan sekolah dan pendidikan luar
sekolah.

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan yang baik didukung
oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain: (1) Organisasi yang sehat; (2)
Pengelolaan yang transparan dan akuntabel, (3) Ketersediaan rencana
pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum vyang jelas dan sesuai
kebutuhan pasar kerja; (4) Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia
di bidang akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (5)
Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta
lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung kelima unsur tersebut,
perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta
mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun
sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut bersinergi
dengan lembaga pendidikan tinggi lain baik di dalam maupun di luar Indonesia,
sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan ipteks dan perkembangan
masyarakat dunia.

Sistem pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang
dipolakan untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat
mengalami perubahan-perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntutan
kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup baik
sejahtera lahir maupun batin. Sistem kependidikan merupakan perangkat
sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain
dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang
menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang
diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Melalui proses pendidikan diperoleh hasil pendidikan. Hasil pendidikan
adalah lulusan yang sudah terdidik berdasarkan/mengacu kepada tujuan
pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan pendidikan untuk masing-masing
tingkatan pendidikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan bermuara ke
tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia yang
seutuhnya.

Selanjutnya, hasil pendidikan ini dikembalikan kepada lingkungan atau
supra-sistem. Di dalam lingkungan, hasil pendidikan merupakan indikator
efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dalam sistem pendidikan. Dari hasil
pendidikan, sistem pendidikan memperoleh umpan balik yang dapat digunakan
untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pendidikan.
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D. Kebijakan Pendidikan Tinggi
1. Fungsi dan Tujuan Perguruan Tinggi

Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan
yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Seiring dengan fungsi pendidikan nasional, menurut Undang-Undang
Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 4, fungsi Pendidikan Tinggi
adalah:

a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yg bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif,
terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma.

€. Mengembangkan limu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora.

Adapun tujuan pendidikan tinggi disajikan Pasal 5 Pendidikan Tinggi, adalah:

a. Berkembangnya potensi mahasiswa.

b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi.

c. Dihasilkannya llImu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penelitian

d. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyakarat berbasis Penalaran dan karya
penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Proses Pendidikan Tinggi

Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses memiliki empat
tahapan pokok vyaitu 1). Masukan (input); 2). Proses (process); 3). Luaran
(output); dan 4). hasil ikutan (outcome). Katagori masukan terdiri atas dosen,
mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana,
dokumen kurikulum, dan lingkungan. Katagori proses mencakup proses
pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Katagorikan luaran
meliputi lulusan, hasil penelitian dan karya ipteks lainnya, sedangkan yang
termasuk dalam katagori hasil ikutan (outcome) antara lain: penerimaan dan
pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan,
peningkatan mutu hidup masyarakat, dan lingkungan.

Masukan (input), merupakan salah satu faktor penting yang akan
mempengaruhi luaran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kesesuaian
persyaratan minimum terhadap beberapa masukan bahkan harus mengalami
seleksi (uji kesesuaian spesifikasi). Beberapa objek masukan yang dapat
dipertimbangkan adalah: calon mahasiswa, calon dosen, tenaga pendukung,
sarana dan prasarana, regulasi, produk, pelatihan, konsultasi, dan rekayasa.
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Keseluruhan masukan tersebut akan mengalami proses yang terlibat secara
langsung ataupun tidak langsung dan akan diinseminasikan di dalam proses
pencapaian tujuan.

Proses (process) dalam pendidikan dapat dilihat dari aspek sumber daya
manusia, manajemen pendidikan, fasilitas, kurikulum, pembiayaan dan evaluasi
serta tindak lanjut produk (output) pendidikan lulusan yang mampu menjawab
soal dan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Hasil ikutan (outcome) Masyarakat sebagai ajang pembuktian sejati dari
hasil pendidikan saat ini dalam beberapa aspek juga sedang mengalami
degradasi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh alumni-alumni terdahulu
memberikan pelajaran yang sangat beragam bagi keseluruhan empat aspek
lainnya dalam menentukan langkah yang paling tepat selanjutnya.

Pendidikan sebagai suatu proses, serta kaitannya dengan lingkungan
internal maupun eksternal yang mempengaruhi dapat digambarkan sebagai
berikut:

Lingkungan Ekstrenal Il
; // _ - - -~ _ \\\
P 4 // H = \
F - Lingkungan Eksternal | N \
F A \ \
oo/ oy PROSES \ ;
E '\ A Ar A Y A '
H \ N P2 ’
3 \ ~N _- /I
Y ~ ~ — - /l
\\ Umpan Balik 11 ,/’
Gambar 2

Proses Pendidikan dan Lingkungan Eksternal

3. Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Sejalan dengan dinamika semakin tinggi tuntutan kompetensi lulusan
pendidikan tinggi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional,
pemerintah senantiasa menetapkan kebijaksanaan pendidikan tinggi, baik
berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri.

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perubahan secara
significant sejak ditetatapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
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Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang antara lain memuat:
Dasar, Fungsi, dan Tujuan serta Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian
untuk meningkatkan mutu pendidikan ditetapkan Undang-Undang nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, yang menitikberatkan fungsi tenaga
pendidik, khususnya dosen sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab
terhadap mutu lulusan pendidikan tinggi. Khusus untuk pendidikan tinggi, telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
yang menjelaskan tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi, serta Prinsip
dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional, khususnya pendidikan
tinggi diterbitkan beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain: Peraturan
Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang
menurut pasal 2 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian,
dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 4 dinayatakan
sebagai berikut:

(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
1) standar kompetensi lulusan;
2) standar isi pembelajaran;
3) standar proses pembelajaran;
4) standar penilaian pembelajaran;
5) standar dosen dan tenaga kependidikan;
6) standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7) standar pengelolaan pembelajaran; dan
8) standar pembiayaan pembelajaran.

(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di
Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya
yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari
setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 dan Undang-
Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3)
telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program.
Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi
mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Secara ringkas KKNI
terdiri atas 9 (sembilan) level kualifikasi akademik SDM Indonesia.
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http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17403/Perpres0082012.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17403/Perpres0082012.pdf
http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/06/permen_tahun2013_nomor73.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17403/Perpres0082012.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17624/UU0122012_Full.pdf

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat
kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada
kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan
terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, nonformal, atau
informal) yang akuntanbel dan transparan.

Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil
Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan
Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan
Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan.

Kompetensi adalah  akumulasi kemampuan seseorang dalam
melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang
terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada
bidang kerjanya. Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan
internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan
kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan
mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh
melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan
akumulasi pengalaman kerja. Hubungan kualifikasi lulusan Pendidikan Formal
dengan Pasar Kerja disajikan dalam gambar berikut:

Hubungan Kualifikasi Lulusan Pendidikan Formal
dengan Pasar Kerja

OPERATOR

_ ]
PENGEMBANGAN

KARIER

Gambar 3
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Hubungan Kualifikasi Lulusan Pendidikan Formal
dengan Pasar Kerja

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruaan tinggi. Rambu-rambu

yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

w N

)
)
)
)

4

Learning Outcomes
Jumlah sks
Waktu studi minimum

Mata Kuliah Wajib: untuk mencapai hasil pembelajaran dengan
kompetensi umum

Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
Akuntabilitas asesmen

Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan
transkrip)

Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia bisa dipaparkan
sebagai berikut:

1)

Kurikulum yang berbasis pada Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional
Pancasila (UU No. 22 Tahun 1961, Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965,
Perpres no. 14 Tahun 1965).

Kurikulum diatur Pemerintah (UU No.2 Tahun 1989, PP No. 60 Tahun
1999).

Pergeseran paradigma ke konsep KBK, Kurikulum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi (UU No. 20
Tahun 2003 pasal 38 ayat 3 dan 4, Kepmendiknas No. 232/U/2000, dan
perubahan kurikulum inti di Kepmendiknas No 045/U/2002.

Kurikulum dikembangkan oleh PT sendiri (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 17
ayat 4, PP 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 2).

Dikembangkan berbasis kompetensi (PP No. 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat
1).

Minimum mengandung 5 elemen kompetensi (PP No. 17 Tahun 2010 pasal
17 ayat 3).

Capaian Pembelajaran sesuai dengan Level KKNI (Perpres No. 08 Tahun
2012 dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 ).

Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI (UU PT No. 12
Tahun 2012 pasal 29).

Sementara Peraturan Menteri Terkait Penyelenggaran Pendidikan Tinggi,

antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, dan
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http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c23592f827ed/parent/21132
http://bphn.go.id/data/documents/65pnp019.doc
http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/PERPRES_1965_014.pdf
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http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP60-1999.docx
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_20_th_2003.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_20_th_2003.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Kepmen232-U-2000PenyusunanKurikulum.docx
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Kepmen045-U-2002KurikulumInti.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP19-2005SNP.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17403/Perpres0082012.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17403/Perpres0082012.pdf
http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/06/permen_tahun2013_nomor73.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17624/UU0122012_Full.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17624/UU0122012_Full.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, yang mengatur tentang Jabatan
Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.

4. Strategi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Duderstadt (2000) menyatakan bahwa dalam situasi yang terus berubah
dan cenderung tidak dapat diprediksi, perguruan tinggi (universitas) harus
mencari cara-cara guna mempertahankan aspek-aspek paling berharga dari
nilai-nilai utamanya. Sambil terus menerus menemukan cara-cara baru untuk
merespons dengan semangat terhadap kesempatan-kesempatan dari dunia
yang berubah cepat (university must find ways to sustain the most cherished
aspects of their core values, while discovering now ways to respond vigorously to
the opportunity of a rapidly evolving world).

Uhar Suharsaputra (2015) menekankan bahwa tantangan yang dihadapi
pendidikan tinggi jelas memerlukan respons kelembagaan dalam bentuk strategi
dan kebijakan perguruan tinggi guna memampukan organisasi bertindak cepat
dan tepat dalam menghadapi gelombang perubahan agar tetap mampu
menjalankan perannya sebagai lembaga Pendidikan dalam membangun
manusia, masyarakat, dan bangsa. Respons yang dilakukan perguruan tinggi
harus bersifat strategis komprehensif dari aspek keorganisasian, manajemen dan
seluruh  aspeknya serta aspek kepemimpinan Pendidikan, sehingga
memungkinkan berkembangnya daya hidup yang kuat dan efektif serta
kompetitif dalam konteks lingkungan, baik lingkungan global, nasional, regional
maupun local yang menunjukkan perkembangan vyang intens menjadi
masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Organisasi perguruan tinggi yang sehat dapat dicapai melalui pemberian
otonomi, sehingga adaptif dan responsif terhadap perubahan namun tetap
akuntabel. Di dalam suatu organisasi perguruan tinggi yang sehat, kesadaran
tentang penjaminan mutu akan terbentuk karena didorong oleh kebutuhan
perguruan tinggi untuk tanggap terhadap tuntutan pihak-pihak vyang
berkepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, pengembangan perguruan
tinggi sebaiknya dilandasi perencanaan berbasis evaluasi intemal (misalnya
evaluasi diri) dan evaluasi ekstemal (misalnya akreditasi). Dengan adanya
otonomi daerah, terdapat kecenderungan pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa memperhatikan keberadaan
perguruan tinggi yang sudah ada. Selain itu tidak tertutup kemungkinan akan
adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi ke
dalam manajemen perguruan tinggi di daerahnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas proses pembelajaran, perguruan
tinggi perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep pendidikan baru
yang lebih komprehensif sekaligus kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan
pembaharuan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, dengan menempatkan
mahasiswa sebagai subjek (student-centered leaming), dibandingkan sebagai
obyek pendidikan. Konsep pendidikan juga perlu didesain untuk menumbuhkan
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semangat kewirausahaan dan peningkatan soft skills serta success skills,
sehingga lulusan perguruan tinggi akan mempunyai karakter percaya diri yang
tinggi, memilikikearifan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural bangsa,
kemandirian serta jiwa kepemimpinan yang kuat.

Kompetisi pencari kerja dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang
semakin ketat menuntut perhatian penyelenggara pendidikan tinggi untuk selalu
melakukan penyesuaian kurikulum, proses dan materi pembelajaran terhadap
perkembangan dunia kerja. Peningkatan relevansi pendidikan ini sebaiknya
menjadi sasaran dari peningkatan kualitas yang terus menerus (continuous
quality enhancement) sebagai bagian dari suatu sistem penjaminan mutu
(quality assurance system) perguruan tinggi secara keseluruhan. Dalam hal ini,
aspek relevansi menuntut penyelenggara pendidikan tinggi  untuk
mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di
samping itu, melalui suatu perencanaan yang baik, perguruan tinggi dengan
potensi dan kemampuan yang memadai dapat mengembangkan program studi
yang lebih memusatkan pendidikannya pada kebutuhan tenaga peneliti atau
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dalam hal pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, perguruan tinggi
diharapkan mampu membudayakan intemal quality assurance, sehingga pada
tahap pertama perlu didiseminasikan apa dan bagaimana internal quality
assurance harus dijalankan. Setelah proses pemahaman tersebut berhasil, maka

pada tahap kedua adalah merancang dan melaksanakan manajemen
penjaminan mutu (quality assurance management).

Perguruan tinggi perlu melakukan proses evaluasi diri yang transparan
dan akuntabel secara terus menerus. Hal ini diperlukan agar perguruan tinggi
dapat menilai kapasitas sendiri, dalam penyelenggaraan proses pendidikan
sesuai dengan output dan outcomes yang dijanjikan kepada stakeholders. Jika
hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi tidak memiliki
kapasitas yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang efisien dan
efektif, maka upaya merger atau penggabungan dengan perguruan tinggi lain
perlu mendapat pertimbangan yang serius.

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-
2019 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun
2015-2019 Kemenristekdikti menetapkan visi sebagai berikut : “Terwujudnya
pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk
mendukung daya saing bangsa”

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan
lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan
iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta
perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan,
sumber daya, dan jaringan). Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah
kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan
oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh
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industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan
Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

Adapun misi Kemenristek Dikti sebagai upaya untuk mewujudkan visi
tersebut di atas, yaitu:

1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk
menghasilkan SDM yang berkualitas; dan

2) Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai
tambah produk inovasi.

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek
dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam aspek pembelajaran dan
kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan
penguatan inovasi.

Tujuan Strategis Kemenristekdikti, dalam rangka mencapai visi dan misi
Kemenristekdikti seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis (strategic goals). Dalam rangka memecahkan
permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenristekdikti, maka
tujuan strategis yang harus dicapai adalah :

“Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk

keunggulan daya saing bangsa”

Untuk melihat secara lebih konkret ketercapaian tujuan strategis
tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator tujuan tersebut secara kuantitatif.
Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja tujuan strategis diukur
dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan berada pada
peringkat 56 besar dunia dengan nilai 5,0 dan indeks inovasi Indonesia pada
tahun 2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 besar dunia dengan nilai
4,4,

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran
strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan
dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah :

1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan
tinggi;

2) Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;

3) Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan
pendidikan tinggi;

4) Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan

5) Menguatnya kapasitas inovasi.

5. Mutu Pendidikan Tinggi

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus
dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan
Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini
diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar,
melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara
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berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality
Improvement).

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan
pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan, sehingga Pemangku Kepentingan (stakeholders) memperoleh
kepuasan. Dengan kata lain, tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Di masa mendatang, pelaksanaan penjaminan mutu di suatu perguruan
tinggi menjadi suatu indikator kesehatan organisasi dan kinerja akademik suatu
perguruan tinggi. Eksistensi suatu perguruan tinggi tidak semata-mata
tergantung pada pengakuan pemerintah melainkan pada hasil akreditasi dan
penilaian stakeholders terhadap hasil implementasi penjaminan mutu. Agar
eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi harus menjalankan penjaminan
mutu pendidikan tinggi vyang diselenggarakannya. Dengan demikian,
penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan (internally driven). Perlu dikemukakan
bahwa karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka
penjaminan mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara
berkelanjutan (continuous improvement).

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan atas dasar
penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan perizinan
penyelenggaraan program. Penjelasan ketiga unsur tersebut sebagai beriku:

a. Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh
institusiperguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi
pelaksana. Parameter dan metoda mengukur hasilditetapkan oleh perguruan
tinggi sesuai visi dan misinya. Dengan menjalankan penjaminan mutu
internal, maka institusi pendidikan tinggi sebaiknya melakukan evaluasi
internal disebut evaluasi diri secara berkala. Evaluasi diri dimaksudkan
untuk mengupayaka peningkatan kualitas berkelanjutan. Selanjutnya, sistem
penjaminan mutu internal dalam buku ini disebut SPM-PT.

b. Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang di lakukan
oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang
ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Parameter dan metoda
mengukur hasil ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga
akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Akreditasi oleh
lembaga akreditasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi eksternal untuk
menilai kelayakan program institusi pendidikan tinggi. Selain menilai
kelayakan program, akreditasi juga dimaksudkan untuk pemberian saran
peningkatan dalam mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan,
penjaminan mutu eksternal selanjutnya disebut akreditas.

Untuk mengawasai dan membina mutu pendidikan tinggi, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan memenuhi kewajiban konstitusinya dengan
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membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tingg (BAN-PT), seperti
dalam pasal 55 ayat 4 Undang-undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 2012.
“Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi”. Selain BAN-PT, pelaksanaan akreditasi program studi
sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi
mandiri (ayat 5)

Menurut pasal 28, ayat 3a Undang-undang Pendidikan Nomor 12 Tahun
2012, yang menyatakan bahwa: “Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan
tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi
dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi”

6. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kurikulum merupakan sebuah program yang disusun dan dilaksanakan
untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi kurikulum bisa diartikan sebuah
program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai
sebuah dokumen kurikulum (curriculum plan) dirupakan dalam bentuk rincian
matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan.
Sedang kurikulum sebagai sebuah pelaksanan program adalah bentuk
pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (actual curriculum). Perubahan
sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada pengubahan dokumen saja, tetapi
pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen
pembelajaran, sering tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan perubahan
kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa
dilihat dalam sistem pendidikan yang lama dimana kurikulum diletakan sebagai
aspek input saja. Tetapi dengan cara pandang yang lebih luas kurikulum bisa
berperan sebagai : (1) Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk
menentukan arah pendidikannya; (2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya
masyarakat dan iklim akademik; (3) Patron atau Pola Pembelajaran; (4)
Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam
mencapai tujuan pembelajarannya; (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan
mutu; serta (6) Ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang
bermanfaat bagi masyarakat. Dengan uraian diatas, nampak bahwa kurikulum
tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang
kompleks dalam proses pendidikan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu (UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003, Pasal 1 butir 19). Sementara itu,
KEPUTUSAN MENDIKNAS nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa
menjabarkan kurikulum pendidikan tinggi sebagai berikut: seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara
penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
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Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat penjelasan tentang
kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang
dimaksud dengan kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang
ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat
satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Sementara itu yang dimaksud dengan kurikulum tingkat satuan
pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan kerangka dasar
dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh pergurun tinggi
yang bersangkutan untuk setiap program studi; ayat 2 menyebutkan kurikulum
tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat matakuliah pendidikan agama,
pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ayat 3
menyebutkan adanya kewajiban untuk memuat matakuliah yang bermuatan
kepribadian, kebudayaan, serta matakuliah statistika dan/matematika. Ayat 4
menegaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman
muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-
masing 8 Pasal 9 ini mengisyaratkan adanya kewenangan satuan pendidikan
untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan situasi, kondisi,
dan potensi yang ada.

Berikut aturan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan kurikulum Pendidikan tinggi:

ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM
MENYUSUN DAN MENGEMBANGKAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

UUPT KKNI
(UU DIKTI) T PERGURUAN TINGGI
NO. 12/2012 No. /2012
PRODI PRODI
RENSTRA SNPT * Penierjangan
KEMENRISTEXDIKTI {SI_I DIK:I'I]. * Penyetaraan KURIKULUM
Permenristekdikti No. 13/2015 Permenristekdikti No. * Deskripsi CP
44/2015
Standar Nasional Pendidikan Tinggi Perumusan capaian
. Standor Kompetensi Lulusan e pembelajaran

. Standar Isi Pembelojoran
Standor Proses Pembelajoran
Standar Penilaian b
Standor Dosen
Standar Sarona dan Prasarana
Standar Pengeloloan
B. Standar Pembioyaan c

Standar Nosional Penelition (8 standar)
Standar Nosional PKM (8 standar]

Pembentukan mata
kuliah

T A T

Penyusunan
dokumen kurikulum

Gambar 3
Aturan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
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Konsep pengembangan kurikulum

Institusi pendidikan tinggi ditantang untuk mengubah kurikulum secara
total. Penekanan pengembangan kurikulum tidak lagi terbatas pada content
atau engetahuan melainkan juga meliputi pengembangan pembelajaran,
kemampuan kreatif, serta penggunaan informasi baru dan teknologi
komunikasi. Dengan demikian setiap institusi pendidikan tinggi yang akan
mengembangkan kurikulum harus memperhatikan azas kompetensi, manfaat,
kelenturan (fleksibilitas), dan continuous improvement. Komponen dalam
pengembangan kurikulum meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) perencanaan
strategis, (b) persiapan secara menyeluruh, (c) identifikasi tujuan pembaharuan,
pengukuran kinerja, sasaran dan langkah-langkah, (d) analisis kurikulum yang
ada/masih digunakan, (e) perancangan kurikulum baru, dan (f) implementasi &
evaluasi, yang untuk seterusnya merupakan suatu siklus continuous
improllvement.

Pengembangan kurikulum seyogyanya mengikuti alur proses inovatif
yang bercirikan hal-hal sebagai berikut: (a) interaktif atau non-linear, (b) iteratif
atau berulang secara spiral / helix yang juga dikenal sebagai feed-back loops, (c)
penyaringan dan pelurusan, (d) beberapa paradoks vyang perlu
dipertimbangkan, meliputi: 1) keperluan jangka panjang vs jangka pendek, 2)
pengabaian kompetensi vs penekanan kompetensi, 3) individual (collective
creativity versus strategic alignment), 4) keefektivan versus efisiensi, serta 5)
kelambanan versus kecepatan.

Pengembangan kurikulum pada hakekatnya terjadi sepanjang masa.
Namun demikian, dalam praktik dikenal adanya peninjauan dan revisi kurikulum
secara berkala, pada umumnya antara 4-5 tahun sekali. Apabila dikaitkan
dengan hakekat continuous improvement maka pengembangan kurikulum perlu
dirancang melalui program monitoring & evaluation sejalan dengan
dilaksanakannya kurikulum. Dengan demikian apabila pengembangan
/peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya dilakukan setiap 4-5 tahun sekali
maka proses pengembangan tidak akan mengalami hambatan yang berarti
karena sudah ada perencanaan dan data yang mendukungnya.

Perancangan kurikulum

Kurikulum setidaknya mempunyai empat elemen pokok, yaitu: content,
teaching and learning strategies, assessment processes, dan evaluation
processes. Proses untuk menetapkan dan mengorganisasikan elemen-elemen
tadi ke dalam suatu pola yang logis dikenal sebagai rancangan kurikulum.
Perancang kurikulum terlebih dahulu mencoba untuk membuat urutan atau
rasionalitas proses perancangan kurikulum menggunakan advocating models.
Alur Menyusun Kurikulum

Pembahasan wurutan dalam penyusunan kurikulum diharapkan
menhgasilkan suatu pengetahuan yang runtut sampai pada tahapan siap, atau
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setidaknya paham bagaimana kurikulum dikembangkan dan disusun. Tahapan
dalam penyusunan kurikulum pada program studi, sebaiknya dilakukan melalui
beberapa tahap, dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal
program studi. Diagram  alir  berikut  menggambarkan urutan dalam

penyusunan kurikulum pada program studi di perguruan tinggi.
TAHAPAN PERANCANGAN KURIKULUM

= Analisis kebutuhan pasar & pemanghku kepentingan;
L = Analisis perkembangan keilmuan dan keahlian; SALELE I
Tinggi & Program - Vision & Missi " - lisis kebutuh, Asosiasi &
Studi ision NTIlSSIOi:'I Unfversltv,. Anal |s|s_ wutuhan Stake holders
kualifikasi rlatlnrial & intermational;

Profil Lulusan

Tugas Tim 1
Pengembang Mengacu KKNI,
Kurikulum Prodi Rumusan SN Dikti, Renstra
Capaian Pembelajaran Lulusan [CPL) ' Dikti
*
Tugas Matrik
Bidang studi/ Pemilihan bahan <—‘|"—> CPL: sikap,
Laboratorium kajian : Pengetahuan, P.::f.::,:ir:
| gugus keluasan, ketrampilan umum Kurikulum Prodi
Iuil .hlmuan kedalaman, dan ketrampilan
tingkat penguasaan khusus

I_’ Voes ku“ah dan ~_|
semua dosen
besarnya sks
S ‘bat kuliah vipend
- - usunan rI a kulial kurikulum
Program studi Strategi

Rancangan pembelajaran
pembelajaran
(DOKUMEN KURIKULUM)

* Analisis kebutuhan pasar & pemangku kepentingan;
Tugas Perguruan = Analisis perkembangan keilmuan dan keahlian; Masukan
Tinggi & Program - Vision & Missi " 3 lisis keb h Asosiasi &
Studi ision M!lssmrl J.In_lversmr,‘.nna |5|5_ utuhan Stake holders
kualifikasi rlatmllal & international;

Tugas Ti Profil Iiulusan
Pengembang Mengacu KKMI,
Kurikulum Prodi Rumusan SN Dikti, Renstra
Capaian Pembelajaran Lulusan {CPL) Dikti
Gambar 4

Tahapan Perancangan Kurikulum

7. Peran Dosen dalam Perguruan Tinggi

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan vyang tugasnya
mentransformasikan, = mengembangkan, dan  menyebarluaskan  ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengjaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat (tri dharma), pada jenjang pendidikan tinggi.

Dosen merupakan asset utama dalam meningkatkan kualitas suatu Perguruan
Tinggi. Suatu Perguruan Tinggi akan unggul manakala dosen-dosenya
professional dan memiliki produktivitas yang tinggi dalam riset, melahirkan
produk-produk riset berkualitas , dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang
bermutu. Tugas dan fungsi pokok dosen adalah melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pendidikan pengajaran, penelitian dan
pengabdian masyarakat. Oleh karena itu setiap dosen harus memahami,
menghayati, dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagai panggilan hati.

Menurut Agus Wibowo (2013) ada beberapa karakter utama yang harus dimiliki
oleh seorang dosen, vyaitu:
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1. Komitmen. Yaitu sebuah tekad yang mengikat, dan melekat pada diri
seseorang. Adapun komitmen seorang dosen adalah tekad untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik.

2. Kompeten. Kompeten artinya kemampuan dosen melaksanakan
pembelajaran, dan memecahkan aneka masalah guna mencapai tujuan
pendidikan. Seorang doosen yang kompeten ditandai keahlian di
bidangnya, menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki kompetensi
pedagogic, kepribadian, social dan professional.

3. Kerja keras. Kerja keras adalah kemampuan mencurahkan seluruh usaha
dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhir masa suatu urusan
hingga tujuan tercapai.adapun indicator seorang dosen yang bekerja
keras itu diantaranya adalah: (a) bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh;
(b) bekerja melebihi target, dan (c) produktif.

4. Konsisten. Konsisten adalah kemampuan melakukan sesuatu dengan
istigomah, ajeg, focus, sabar, ulet, serta melakukan perbaikan yang
terus-menerus. Adapun indicator dosen yang konsisten itu diantaranya:
(@) memiliki prinsip atau istigomah, (b) tekun dan rajin, (c) sabar dan
ulet; (d) focus.

5. Sederhana. Kesederhanaan hendaknya senantiasa ditunjukkan para
dosen. Sederhana itu artinya mampu mengaktualisasikan sesuatu secara
efektif dan efisien. Kesederhanaan seorang dosen terpancar dalam
perilaku, diantaranya: (a) bersahaja, (b) tidak bermewah-mewah baik
penampilan maupun model hidup, (c) tidak berlebihan dalam
menggunakan apa saja, dan (d) tepat guna, artinya memanfaatkan
segala sesuatu secara tepat, dan memiliki kegunaan atau kontribusi
positip.

6. Kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi yang dimaksud disini
adalah kemampuan berinteraksi secara dinamis dalam jalinan emosional
antara dosen dan mahasiswa, dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran. Seorang dosen selayaknya mampu berinteraksi secara
baik dan efektif.

7. Melayani secara maksimal. Dalam hal ini dosen harus membantu,
melayani dan memenuhi kebutuhan para mahasiswa agar potensinya
dapat diberdayakan secara optimal.

8. Cerdas. Dosen yang cerdas ini setidaknya memiliki ciri-ciri diantaranya: a)
cepat mengerti, memahami, tanggap, tajam, dalam menganalisis dan
mampu mencari alternatif-alternatif solusi; dan b) mampu memberikan
makna/nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga
hasilnya optimal.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar sebagai proses transformasi dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi. Dharma penelitian dosen dimaksudkan untuk meningkatkan profesional
dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses,
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metoda, dan sistem, yang terlibat dalam pengelolaan penelitian. Hasil penelitian
dilakukan oleh dosen wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala
ilmiah terakreditasi atau yang diakui kementerian

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan
martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005).

Dalam aktivitas proses pembelajaran dosen diharapkan mampu memotivasi
mahasiswa untuk belajar lebih giat. Ada 4 (empat) sumber belajar yang harus
mendukung agar pemebelajaran berhasil dengan baik yaitu:

1
2
3
4

Tenaga Ahli (dosen, praktisi)

Bahan cetakan atau elektronik (buku, jurnal, majalah, dsb).
Kolaborasi dengan teman dan kolega.

Pengalaman atau hasil observasi pribadi.

—_— — ~— ~—

Untuk pembelajaran di kelas diharapkan dosen mampu mendorong
mahasiswa untuk menggunakan keempat sumber tersebut, sehingga akan terjadi
transformasi dalam diri mahasiswa dari pribadi yang tergantung (dependent
learner) menjadi pribadi yang independen (independent learner), keberhasilan
proses pembelajaran akan dapat dilihat dari keberhasilan teransformasi tersebut.

Untuk mewujudkan pribadi yang independen ada 7 bentuk pembelajaran
yang bisa dilakukan yaitu (K.P. Mohanan) :

1) Supplementary Learning: kemampuan untuk belajar diluar yang diberikan dosen
dan yang ada dalam silabus.

2) School-Independent Learning: kemampuan belajar dari sumber-2 belajar yang
ada secara independent.

3) Learning to Integrate Knowledge: kemampuan untuk mengintegrasikan
pengetahuan yang diperoleh dari bermacam-macam sumber.

4) Learning to Extend Knowledge: kemampuan untuk menambah, mengkoreksi
atau mentransformasi pengetahuan yang diperoleh dari bermacam-macam
sumber.

5) Learning to Create Knowledge: kemampuan untuk menghasilakan pengetahuan
baru yang diperoleh dari pengalaman pribadi dan mengkonstruksi pengetahuan
yang belum ada.

6) Learning to be Critical: kekmampuan untuk menerima masukan dari pihak lain.

7) Learning to be Self-Critical: kemampuan untuk mengkritisi sendiri pengetahuan
yang sudah dimiliki dan bersedia memodifikasi atau menolak pengetahuan yang
sebelumnya sudah dimiliki.

Selain sebagai fasilitator, dosen juga berfungsi sebagai mediator, komunikator,
dinamisator/animator serta sebagai agen perubahan (Agent of change).

Sebagai mediator, dosen diharapkan:
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5) Membebaskan mahasiswa dari ikatan beban kurikulum, untuk dapat berfokus
pada ide-ide menyeluruh (big concepts)

6) Memberikan wewenang kepada mahahasiswa mengikuti minatnya, mencari
keterkaitan, memformulasi ide, dan mencapai kesimpulan unik.

7) Berbagi informasi dengan mahasiswa tentang kompleksitas kehidupan

8) Mengakui bahwa belajar dan proses penilaian thd. belajar merupakan hal yang
tidak mudah untuk dikelola

Dosen di samping sebagai komonikator juga berperan sebagai dimanisator.
Hal ini mengandung makna, bahwa dosen harus bias mengkomunikasikan berbagai
komponen yang ada di kampus, misalnya komunikasi antara dosen dengan
mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, mahasiswa dengan karyawan
dan sebagainya. Komunikasi yang terbangun dengan baik ini akan mewujudkan
kondisi kampus yang dinamis, sehingga dosen di sini berperan sebagai dinamisator.

Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh
seseorang (komunikator) kepada orang lain yang berupa gagasan, opini, informasi,
dan lain-lain yang muncul. Kegiatan pembelajaran adalah salah satu bentuk proses
komunikasi sebagai mata rantai hubungan antara sesama manusia, ia meliputi
segala apa yang dilakukan misalnya pendidikan dan pembelajaran khususnya
komunikasi antara dosen sebagai komunikator dengan mahasiswanya sehingga
dalam proses pembelajaran. Dosen sebagai komunikator harus memiliki syarat,
antara lain: terampil berkomunikasi, sikap, ilmu pengetahuan dan sistem sosial
budaya. Sebagai dinamisator dalam pembelajaran, dosen hendaknya memberi
dorongan serta menciptakan kondisi agar mahasiswa dapat secara aktif
menemukan ilmu pengetahuan baru melalui sumber belajar yang ada serta
memanfaatkan teknologi internet. Melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif,
atmosfer kelas akan menjadi lebih nyaman tidak kaku dan monoton. Peserta didik
pun memilki kesempatan untuk lebih banyak diskusi, berinteraksi dan berdialog
sehingga mereka mampu mengkonstruksi konsep dan kaidah-kaidah keilmuan
sendiri. Mereka menjadi terbiasa untuk berbeda pendapat dan menghargai
perbedaan sehingga mereka menjadi sosok manusia yang cerdas dan kritis serta
selalu siap dengan segala bentuk perubahan. Dengan demikian masyarakat maju
yang dinamis dan terbuka dengan perubahan akan terbentuk dalam konteks
kepribadian bangsa.

Dosen juga berperan sebagai agen perubahan. Lembaga pendidikan
merupakan agen-agen perubahan yang dapat mendorong perubahan (drive to
change), Agen perubahan yang dibutuhkan adalah agen perubahan yang memiliki
pengetahuan tentang perubahan serta pengetahuan terhadap aspek dasar
perubahan sebagai sesuatu yang kritis bagi proses perencanaan, kepemimpinan,
pengelolaan, dan evaluasi perubahan. Untuk suatu usaha perubahan yang berhasil,
tindakan, dan peristiwa perlu didasari pada pemahaman tentang bagaimana
transisi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses organisasi. Evaluasi perubahan
item-item dalam dimensi ini menggambarkan pentingnya mempertahankan
momentum perubahan dan energy positif terarah menuju sasaran perubahan,
memonitor perkembangan.
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Perubahan pendidikan tinggi berkaitan erat dengan dosen, mahasiswa, dan
pimpinan perguruan tinggi. Dosen sebagai tenaga profesional dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai peranan
penting dalam mendorong adanya perubahan menuju yang lebih baik. Mengingat
pentingnya peran dosen sebagai agen perubahan, maka dosen dituntut untuk
terus meningkatkan fungsinya sebagai tenaga pendidik yang profesional.

Simpulan

Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang utuh,
dengan bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Sistem pendidikan
memperoleh masukan dari suprasistem (masyarakat atau lingkungan) dan
memberikan hasil/keluaran bagi suprasistern tersebut. Sebagai sistem, pendidikan
terdiri dari beberapa subsistem antara lain adalah tujuan, pelajar/mahasiswa,
manajemen, struktur dan jadwal waktu, materi, tenaga pengajar dan pelaksana,
alat bantu belajar, teknologi, fasilitas, kendali mutu, penelitian, dan biaya
pendidikan.

Menurut UU No. 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi mempunyai tiga fungsi
utama vaitu: (1) Meningkatkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, (2)
Terciptanya sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya
saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan, tridharma, dan (3) Pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora. Adapun tujuan pendidikan tinggi, adalah sebagai institusi untuk (1)
berkembangnya potensi mahasiswa, (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai
cabang iptek, (3) dihasilkannya iptek, dan (4) terwujudnya abdimas berbasis
penalaran dan karya penelitian

Organisasi perguruan tinggi yang sehat dapat dicapai melalui pemberian
otonomi, sehingga adaptif dan responsif terhadap perubahan namun tetap
akuntabel. Di dalam suatu organisasi perguruan tinggi yang sehat, kesadaran
tentang penjaminan mutu akan terbentuk karena didorong oleh kebutuhan
perguruan tinggi untuk tanggap terhadap tuntutan pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, pengembangan perguruan tinggi
sebaiknya dilandasi perencanaan berbasis evaluasi intemal (misalnya evaluasi diri)
dan evaluasi ekstemal (akreditasi).

Penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh
badan akreditasi seperti Badan Akreditasi Nasional—Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau
lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan.
Parameter dan metode mengukur hasil ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang
melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri (UU
No. 12 Tahun 2012, Psl 55). Selain penjaminan mutu eksternal, dalam hal
pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, perguruan tinggi diharapkan mampu
membudayakan intemal quality assurance.
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Kompetisi pencari kerja dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang
semakin ketat menuntut perhatian penyelenggara pendidikan tinggi untuk selalu
melakukan penyesuaian kurikulum, proses dan materi pembelajaran terhadap
perkembangan dunia kerja. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta
cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi, dan dikembangkan
dan dilaksanakan berbasis kompetensi (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen
dan mahasiswa. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat
berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005).

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tri
dharma) pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga dosen sebagai sumber daya
pendidikan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan Iulusan yang
berkualitas dan mempunyai daya saing karena mempunyai kompetensi yang tinggi.

Dharma penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan profesional dosen
dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses,
metode, dan sistem yang terlibat dalam pengelolaan penelitian.

F. REVIEW

1. Jelaskan keterkaitan antara suprasistem, sistem dengan subsistem dalam
pendidikan (secara umum)!

2. Jelaskan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia!

3. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang kebijakan pendidikan tinggi di
Indonesial

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses pendidikan!

5. Jelaskan pentingnya pendidikan karakter di perguruan tinggi!

6. Jelaskan fungsi dan peran dosen dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi!

G. TUGAS

Setelah menyelesaikan materi pada modul ini, kami ingin mengetahui Pandangan Anda
tentang Pendidikan Tinggi sebagai Sistem. Maka buatlah sebuah artikel sederhana
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tentang tema tersebut. Jika Anda memiliki blog atau website, Anda dapat memuatnya
dalam media tersebut. Jika Anda sudah pernah menulis artikel dengan tema ini
sebelumnya pada jurnal ilmiah elektronik, tuliskan alamat tautan blog/website/jurnal
yang memuat artikel Anda pada lembar konsultasi pelatihan. Jika tidak, artikel dapat
dicetak dan lampirkan dalam tugas laporan pada akhir pelatihan.
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